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Abstrak
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Analisis Implementasi Kebijakan Konversi Tanaman Kopi Kesengon Dalam Efektivitas kinerja Pegawai khususnya dalam tahap efektivitas Kinerja Pegawai, dengan studi kasus kebijakan Konversi Desa Sumber Pandn Kecamatan Sumber Baru. Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data Primer didapat dengan melakukan wawancara secara mendalam, sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui metode studi kepustakaan yaitu data-data yang dikumpulkan bersumberdari akar permasalahan yang hendak diteliti. Sedangkan untk informasi dipilih dengan menggunakan purposive yang telah disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya. Informan dalam penelitian harus menguasai dan terlibat dalam hal Kebijakan Konversi Tanaman Kopi Ke Sengon diDesa Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember yang menjadi kajian penelitian tersebut. Selanjutnya uji validasi data dlakukan dengan metode triangulasi berdasarkan sumber, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dalam kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon  kebijakan ini memiliki nilai Jumlah perolehan kopi pada tahun ahir sebelum dialih fungsikan ke sengon senilai 229.000 pada tahun 2018 sedangkan perolehan tanaman sengon selama pemanenan pada tahun 2014 senilai 28.545.000.000 pada tahun 2016 35.100.000.000 dan pada tahun 2018 ahir afdiling sumber pandan menghasilkan senilai 37.000.000.000. Angka yang diperoleh dari hasil nilai jual tumbuhan sengon sangat membantu perusahaan untuk tetap berdiri dan stabil.

Kata Kunci :Implementasi Kebijakan, Konversi Tanaman Kopi Ke Sengon
Abstract 
This study aims to describe the Analysis of the Implementation of the Kesengon Coffee Plant Conversion Policy in the Effectiveness of Employee performance, especially in the stage of Employee Performance effectiveness, with a case study of Sumber Pandn Village Conversion Policy, Sumber Baru District. The type of research used is descriptive using a qualitative approach. Primary data is obtained by conducting in-depth interviews, while secondary data is obtained through library research methods, namely the data collected comes from the root of the problem to be studied. Meanwhile, for information selected using purposive which has been adjusted to the problems and objectives of previous research. The informants in the research must master and be involved in the Policy of Converting Coffee Plants to Sengon in Sumber Pandan Village, Sumber Baru District, Jember Regency which is the study of the research. Furthermore, the data validation test was carried out with the triangulation method based on the source, based on the results of research conducted that in the coffee plant conversion policy to sengon this policy had a value for the amount of coffee obtained in the last year before being converted to sengon was worth 229,000 in 2018, while the acquisition of sengon plants during harvest in 2014 valued at 28,545,000,000 in 2016 35,100,000,000 and in 2018 finally afdiling pandanus sources produced 37,000,000,000. The figures obtained from the sale value of the sengon plant really help the company to remain standing and stable.
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Pendahuluan 
Alih fungsi (konversi) lahan merupakan perubahan penggunaan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan perkebunan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lainnya.  Berdasarkan letak geografisnya Indonesia terletak diantara dua benua yaitu benua asia dan benua Australia serta diapit oleh dua samudra, samudra hindia dan samudra fasifik. letak strategis tersebut membuat Indonesia menjadi Negara yang sangat memegang peranan penting dalam percaturan dunia. Termasuk dalam sector perkebunan. Indonesia memiliki luas wilayah yang sangat luas jika dibandingkan dengan Negara-negara diasia tenggara lainnya, Relief permukaan bumi diindonesia berupa pegunungan , dataran tinggi ,dataran rendah dan lembah kondisi fisik Indonesia yang memiliki relief yang daratannya berupa pegunungan-pegunungan membuat Indonesia menjadi kawasan yang sangat cocok digunakan untuk mengembangkan budidaya tanaman perkebunan , di Indonesia perkebunan tersebut hampir diseluruh provinsi hal tersebut disebabkan iklim dan lahan Indonesia sangat sesuai untuk dijadikan perkebunan yang dihasilkan Indonesia salah satunya perkebunan kopi.

       Perusahan daerah perkebunan (PDP) didirikan oleh sekelompok orang berbangsa ingris pada tahun 1900 yang dibei nama “ JAVA UNITED PLANTATION” yang berkantor dilondon dan perkebunan berada di Indonesia, dan memiliki 4 (empat) sector perkebunan yaitu:
Perkebunan sumber tenggulung

Perkebunan sumber pandan

Perkebunan kali kelpuh/gunung pasang

Perkebunan Ketajik 

Perkebunan Sumber wadung

Perkebunan Kali wrawan

Perwakilan pemegang perusahaan perkebunan di Indonesia  yaitu Agency fransistik, yang mempunyai kantor dijakarta dan memiliki cabang di Surabaya, sebagian pemegang saham “ JAVA UNITED PLANTATION” memproduksi Komoditi Kopi dan Karet, seperti yang di usahakan di perkebunan Sumber pandan kecamatan Sumber baru yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya Sebagai pegawai dan buruh di perkebunan Sumber pandan Kecamatan Sumber Baru, Pada tahun 1950 penanam saham terbesar iyalah “ The Boen Tiong” yang kemudian mengelola perkebunan tersebut dengan diberi nama “ BESUKI RAYA COMPANY” pada masa kemasa dibawah pengelolahan The Boen Tiong hasil produksi perkebunan Sumber pandan dan sector lainnya mengalami pengolahan produksi kurang memperhatikan secara kultural teknis  , Pengoelolahan perkebunan perkembangannya kurang baik disamping buruknya pengelolahanya kesejahteraan masyarakatnya sebagai pegawai dan buruh perkebunan kurang diperhatikan baik,

The Boen Tiong Terlibat dalam perkara Devisa Negara yang ada hubungannya dengan penanaman saham perkebunan saat ini , yang mengakibatkan pada tanggal 22 januari 1964 perkebunan Sumber pandan dan sector perkebunan lainnya disita dan berada dibawah kekuasaan Kejaksaan Tinggi di Surabaya , selama dibawah penguasaan The Beon Tiong 14 tahun, Masyarakat yang berkediaman di perkebunan yang menggantungkan hidupnya  sebagai pegawai dan buruh di sector perkebunan tidak puas dengan kepemimpinan The Beon Tiong hal ini juga di dukung oleh Kesatuan Aksi Buruh Indonesia ( KABI ) yang kemudian pada tanggal 06 juli 1969 Perkebunan Sumber pandan dan Sektor perkebunan lainnya diambil oleh KABI dan kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat II Jember untuk dikelola. Pada tanggal 18 agustus 1996 Keluar surat keptusan Mentri dalam negri No//2/HGU/BA/1996 , Memutuskan bahwa HAK GUNA USAHA (HGU) Atas milik The Beon Tiong Diserahkan kepada pemerintah Daerah tingkat II Jember.

Terlaksananya Alih fungsi (Konversi) tanaman kopi ke sengon saat ini , dimulai dari pemikiran sederhana “ Bapak Ir.Haryanto “ bahwasanya sangat dirasa penting mengingat keadaan Perusahaan daerah perkebunan (PDP) yang sudah sangat krisis dalam bidang pemasukkan keuangan untuk memenuhi Honorer karyawan perusahaan daerah perkebunan (PDP) demi kenyamanan kelangsungan efektivitas kerja pegawai. Pada saat setelah Perusahaan daerah perkebunan (PDP) diserahkan kepada pemerintah daerah Jember untuk dikelola. Dari tahun 1996 sampai 2011 Perusahaan perkebunan masih stabil tingkat perolehan komoditi kopi, sampai pada saat terhitung 2013 sampai saat ini pada ahir tahun 2018 diagram pendapatan Perusahaan daerah perkebunan (PDP) mengalami penurunan pemasukan dana yang sangat signifikan setiap tahunnya,dikarenakan tumbuhan kopi yang sudah menua dan tidak terawatt secara efektif mengakibatkan tanaman kopi tidak menghasilkan buah yang melimpah dan sempurna,maka pada tahun 2013  seorang Pemimpin yang menjabat sebagai Direktur Utama di Perusahaan Perkebunan Daerah “ Ir.Haryanto” mengadakan sebuah rapat mengenai sebuah kebijakan – kebijakan mengenai kemajuan dan kesejahteraan pemunuhan kebutuhan perusahaan daerah perkebunan (PDP) , maka dirapatkan pada sebuah forum yang diadakan di kantor direksi yang bertepat dijalan Gajah Mada ,Kaliwates,Jember , Jawa timur .  

Menghadapi permasalahan tersebut Perusahaan mengambil sebuah kebijakan untuk senantiasa mempertahankan , menstabilkan dan meningkatkan demi kapasitas produksi dan efektifitas kerja pegawai.

Implementasi kebijakan  adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan demi tercapainya sebuah tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan terkait oleh sebuah Organisasi perusahaan daerah perkebunan (PDP) . Kebijakan yang telah diambil oleh seorang pemimpin sector Perusahaan daerah perkebunan (PDP)  sangat tepat. Proses Implementasi kebjikan adalah upaya sebuah tindakan factor penentu dalam mencapai sebuah tujuan yang efektif dari segi produksi dan efektifitas kerja pegawai.  

 Menurut Wahab (2005:05) sebuah kebijakan public yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu tujuan atau penyelesaian terhadap masalah tertentu. Implementasi kebijakan konversi tanaman kopi kesengon bertujuan untuk meningkatkan stabilitas pertahanan dan meningkatkan hasil perkebunan untuk memenuhi kesedian dalam menggaji karyawan yang bekerja di perkebunan agar berdampak dalam efektifitas kerja para pegawai. Dalam hal produksi disebuah Organisasi perusahaan perkebunan merupakan hal yang sangat berperanan penting dalam efektifitas kinerja pegawai atau buruh diperusahaan perkebunan , hal inilah yang akan menjadi frekuensi intensitas prestasi kerja pegawai apabila hasil produksi stabil dan meningkat secara maksimal. Peningkatan kinerja pegawai secara perorangan akan mendorong kenerja sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan untuk meningkatkan prestasi karyawan dan produktivitas hasil perkebunan. 

Metode Penelitian 
Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data Primer didapat dengan melakukan wawancara secara mendalam, sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui metode studi kepustakaan yaitu data-data yang dikumpulkan bersumberdari akar permasalahan yang hendak diteliti. Sedangkan untk informasi dipilih dengan menggunakan purposive yang telah disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian sebelumnya. Informan dalam penelitian harus menguasai dan terlibat dalam hal Kebijakan Konversi Tanaman Kopi Ke Sengon diDesa Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember yang menjadi kajian penelitian tersebut. Selanjutnya uji validasi data dlakukan dengan metode triangulasi berdasarkan sumber.
Pembahasan 
Pengertian Kebijakan Konversi Tanaman Kopi Ke Sengon
Kebjakan KOPI ke SENGON adalah kebijakan pemerintah untuk mengalihkan dari tanaman kopi ke sengon, Implementasi kebijakan yang dilaksanakan di Perusahaan daerah perkebunan (PDP) Sumber Pandan, Kecamatan Sumber Baru, Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan sudah melalui tahap sosialisasi tentang kebijakan perusahaan dengan Staf-staf Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP).

Kebijakan ini diambil dan dilaksanakan demi mengembalikan dan mengoptimalkan keuangan perusahaan serta mencukupi upah gaji karyawan perkebunan, tindakan ini sudah sangat dirasa tepat dan cepat demi kelangsungan berjalannya sebuah instansi organisasi perkebunan.

Tanaman sengon adalah tanaman merupakan salah satu pioneer pohon (paraseriathes tree species diindonesia), pohon sengon memiliki nama latin Albazia paraseriathes). Pohon ini menjadi pohon primadona dikalangan masyarakat petani dikarenakan pohon sengon yang memiliki kecepatan tumbuh yang cepat dan baik, dapat hidup diberbagai kondisi tanah.

Peluang bisnis yang besar perawatan yang mudah dan hemat menjadi dasar pembisnis termasuk Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP Kahyangan) sebagai berikut:
- Perawatan dan pemeliharaan yang relative sangat mudah dan hemat

- Keuntungan dari akar hingga daun sangat menguntungkan

- Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pemanenan
Tujuan Konversi Kopi Ke Sengon
Tujuan konversi tanaman Kopi Ke Sengon yang diterapkan di Kabupaten Jember yang dimulai tanggal 25 April 2013 khususnya diperkebunan Sumber Pandan. Kebijakan ini sudah melalui tahap survey lahan dan ke Efektifan perkebunan, maka kebijakan ini bertujuan sebagi berikut:

Meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan 

Mengurangi dampak PHK dini terhadap para pegawai perkebunan

Terwujudnya pemberian upah yang optimal terhadap para pegawai agar para pegawai efektive dalam bekerja
Pelaksana Konversi Tanaman Sengon Ke Kopi
Adapun sebuah afdiling ditunjukan oleh pemerintah pusat PDP Kahyangan untuk menjalankan program tersebut (Program Konversi Tanaman Kopi Ke Sengon) adalah afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Program ini sangat didukung pemerintah pusat PDP Kahyangan, dikarenakan untuk menunjang stabilitas ekonomi perusahaan. Adapun perhitungan perawatan dan perhitungan keuntungan perusahaan PDP Kahyangan Jember dalam pelaksanaan Konversi Kopi dan Sengon:
Proses Perawatan Kopi dan Sengon
	No
	Nama Tumbuhan
	Jenis Perawatan
	Keterangan

	1
	Kopi
	Penyulaman

Pengemburan Tanah

Mulching

Pendagiran 

Penyiangan

Pemupukan

Pemangkasan kopi
	Penyulaman dilaksanakan apabila keadaan tanaman kurang sehat dan sudah tidak mungkin untuk dipelihara dan terlambat dipeliharaanya,serta trsarang hama dan penyakit.

Pengemburan dilakukan dengan cara dicangkul sedalam 20cm dan dilakukan pembersihan rumput disekitar tanaman

Mulching dilakukan dengan cara menutup tanah disekitar tanaman dengan jarak kurang lebih 20cm

Pendagiran dilakukan agar mampu memperbaiki struktur tanah dan keadaan tanah tidak padat dan mampu mempercepat pertumbuhan tanah menjadi geembur

Penyiangan dilakukan dengan cara memotong dan membersihkan rumput-rumput disekitar agar mengurangi persaingan unsur hara dalam tanah

Pemupukan dilakukan untuk merangsang pertumbuhan tanaman dan menambah unsur hara dalam tanah

Pemangkasan kopi dilakukan untuk memotong bagian tanaman yang tidak dikehendaki

	2
	Sengon
	Penyiangan

Pendagiran

Pemangkasan 

Penjarangan
	Penyiangan dilakukan terhadap gulma atau tanaman penggangu lainnya yang mulai tumbuh disekitar tanaman 

Pendagiran dilakukan agar mampu memperbaiki struktur tanah dan keadaan tanah tidak padat dan mampu mempercepat pertumbuhan tanah menjadi geembur

Pemangkasan  dilakukan untuk memotong bagian tanaman bercabang yang tidak dikehendaki

Penjarangan dilakukan pada tumbuhan yang berada disekitar tanaman sengon untuk dibersihkan agar tumbuh kembang sengon lebih cepat dan besar


Sumber: Kantor Perkebunan afdiling Sumber Pandan
Dalam table diatas menunjukan bahwa pada proses perawatan anatara kopi dan sengon, lebih mudah perawatan sengon dari pada perawat kopi yang terjadi diperkebunan afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Dilihat dari sisi perawatan Antara kopi dan sengon sudah sangat terlihat bahwa lebih simple dan hemat perawatan sengon dari pada kopi. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap keuangan perusahaan, dikarenakan apabila proses perawatan banyak maka akan mengahsilkan sebuah analisis dana yang banyak juga dalam proses perawatanya.

Perhitungan keuntungan dari tahun ke tahun pada tumbuhan kopi dan sengon secara berkala pada tahun ke tahun diperkebunan afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.
Perhitungan hasil tanaman Kopi:
	
	Nama Tanaman
	Afdiling Kebun
	Tahun
	Juml berasan
	Harga
	Jumlah

	1
	Kopi
	Kebun Sumber Pandan
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	23 Ton
	x19.900
	457.700.000

	
	
	
	2015
	35 Ton
	x20.000
	700.000.000

	
	
	
	2016
	75 Ton
	x20.400
	1.530.000.000

	
	
	
	2017
	19 Ton
	x21.000
	399.000.000

	
	
	
	2018
	10 Ton
	x22.900
	229.000.000


Dalam kedua table tersebut menjelaskan bahwa dari perolehan kopi dari tahun 2014 sampai 2018 memiliki diagram yang signifikan menurun. Maka pihak pemerintah mengambil sebuah langkah dengan adanya suatu kebijkan konversi dari kopi kesengon dikarenakan perolehan hasil dari sengon sudah terbukti memuaskan. Maka peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bapak Samin selaku Kepala Bagian Afdiling Sumber Pandan Kabupaten Jember yaitu “ Apakah perkebunan Afdiling Sumber pandan yang semula memiliki komoditi tanaman Kopi sebagai penghasil utama perusahaan mengalami penurunan yang sangat signifikan dan apa penyebabnya? ” Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“ Iya, Perkebunan Afdiling Sumber Pandan dalam hasil komoditi kopi dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami penurunan perolehan komoditi kopi,dikarenakan curah hujan yang 2014 belakangan sudah tidak menentu dan pepohonan kopi yang sudah menua dan tidak terawatt serta tidak ada daur ulang terhadap tumbuhan kopi inilah yang menyebabkan hasil komoditi kopi yang menyebabkan menurun”. (sumber.Wawancara,Senin 17 Juni 2019 Jam 10.30 WIB) 

Dari wawancara tersebut, kemudian peneliti membandingkan dengan data dokumen berupa table yang berisi hasil dari komoditi kopi, bahwa memang benar jika perusahaan afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru memiliki diagram hasil yang menurun dari tahun ketahun.

Dapat dijelaskan bahwa perkebunan PDP Kahyangan Jember pada afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dari mulai tahun 2013 hingga ahir tahun 2018 pendapatan hasil komoditi kopi memiliki diagram yang menurun secara signifikan,hal ini berdampak pada karyawan yang bekerja di perkebunan PDP Sumber Pandan, dimana perusahaan akan melakukan kebijakan mengurangi karyawan “buruh lepas” untuk mengurangi pengeluaran dana gaji  yang minus terhadap perusahaan. Seperti yang dijelaskan Bapak Samin Selaku Kepala Bagian Afdiing Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember:

“ iya, memang benar Perkebunan Afdiling Sumber Pandan akan melakukan Kebijakan pengurangan Karyawan Buru Lepass untuk mengurangi dampak Minus pada keuangan perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan mengambil langkah kebijakan dengan adanya sebuah kebijakan Konversi dari tanaman Kopi ke Sengon. Hal ini adalah langkah yang tepat untuk kelangsungan tetap bertahan nya perusahaan dari kebangkrutan”. (sumber: Wawancara,Senin 17 Juni 2019 Jam 10.30)

Adanya pernyataan tersebut peneliti juga mempertanyakan kepada pihak Administratur perkebunan Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. “dengan adanya kebijakan Konversi tanaman Kopi ke Sengon ini apa sudah mampu menstabilkan keuangan perusahaan?” Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“Secara garis besar kebijakan ini yang diterapkan diperkebunan Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember ini sudah memberikan bukti yang nyata kepada perkebunan PDP karena nilai jual pohon Sengon yang sangat mahal mampu menyeimbangkan keuangan perkebunan.” (sumber: Wawancara,Senin 17 Juni 2019 Jam 10:30)
Analisis Implementasi Kebijakan Konversi Tanaman Kopi ke sengon di perkebunan PDP Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember dengan Model George Edward III.

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon di perkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan sumber Baru Kabupaten jember maka dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edward III melalui variabel Komunikasi , Sumber-sumber, Kecenderunga-kecenderungan dan Faktor-faktor struktur birokrasi.

Factor Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mempunyai peran tidak hanya bagi para implementator tetapi juga bagi policy maker. Karena bagimanapun juga parapolicy maker dalam meminta pelaksana tidak sekedar dengan petunjuk yang jelas tapi yang penting adalah adanya konsistensi komunikasi dari atasan ke bawahan. Dengan demikian, komunikasi akan mempengaruhi tercapainya tujuan dari kebjakan program sampai pada terlaksananya secara efektif selanjutnya. Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon di perkebunan afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Pandan Kabupaten Jembersebagai berikut:

1. Transmisi

Factor utama yang berpengaruh terhadap komunikasi adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan sesuatu pemerintah harus dilaksanakan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam menstransmisi perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan Antara para pelaksana dengan pemerintah pembuat keputusan, pertentangan-pertentangan ini akan mengakibatkan hambatan-hambatan atau distrosi kebijakan.  Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki dan cenderung sangat hirarki. Ketiga, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh presepsi yang selektif dan ketidakmmauan pelaksana mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Maka untuk membuktikan hal itu, peneliti megajukan pertanyaan langsung kepada informan yang terlibat dipenerapan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini yakni Bapak Ajub Winarto. Sp. Selaku Administratur perkebunan Sumber Pandan. Bagaimana kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini diambil dan diresmikan?” ” Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Semua keputusan dalam pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Direktur Utama PDP Kahyangan Jember Ir Haryanto pada Tahun 2013 mengingat bahwasanya perkebunan PDP Kahyangan Jember sudah mulai tidak stabil maka disitulah muncul pemikiran dengan adanya sebuah kebijakan ini” (Wawancara Rabu 19 Juni 2019 Pukul 10:15)

Hal tersebut memperkuat dalam hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan konversi tanaman Kopi ke Sengon dapat mengetahui secara jelas tentang keputusan-keputusan dan perintah yang dikeluarkan dalam bentuk prosedur pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Menurut George Edward III ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransformasikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan Antara para pelaksana dengan pemerintah pembuat keputusan, pertentangan-pertentangan ini akan mengakibatkan hambatan-hambatan atau distrosi kebijakan.  Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hirarki dan cenderung sangat hirarki. Ketiga, penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh presepsi yang selektif dan ketidakmmauan pelaksana mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan.

Mengenai hambatan yang pertama yakni pertentangan pendapat Antara pelaksana dengan atasan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan.

“Mekanisme seperti apa yang dilakukan dalam mengambil suatu kebijakan dimana akan ada pertentangan pendapat Antara pelaksana dengan atasan? menurut Administratur Perkebunan Afdiling Sumber Pandan Bapak Ajub Winarto Sp.” Menyatakan

“semua prosedur kegiatan sudah dijelaskan dalam sosialisasi yang diadakan sebelum sebuah kebijakan ditetapkan , maka seperti kepala bagian afdiling Bapak Samin sudah sangat paham bagaimana cara memberi sebuah perintah dilapangan untuk pelaksanaan konversi ini.” (Wawancar, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 10:15)

Pertanyaan mengenai tidak adanya pertentangan ini diperkuat oleh Bapak Samin Selaku Kepala Bagian Afdiling Sumber Baru yang mengatakan:

“kalau afdiling Sumber Pandan dilapangan pekerjaan semua perintah yang turun dari pihak atasan sudah terlaksana sesuai prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.”  (Wawancar, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 10:20)

Sedangkan untuk hambatan yang kedua mengenai birokrasi. “Sistem seperti apa dalam menyikapi hambatan birokrasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini? Menurut Bapak Readi selaku Kepala Bagian Kantor Sumber Pandan menyatakan bahwa:

“Semua pelaksana bisa mengetahui semua aturan yang turun dari atasan pada kebijakan ini secara jelas dalam proses sosialisasi kebijakan. Apabila ada salah satu belum jelas terhadap pelaksanaan kebijakan ini maka tugas dari Kepala Bagian afdiling sumber Pandan menjelaskan proses pelaksanaan Konversi ini dilapangan secar langsung”  ( Wawancar, Rabu 19 Juni 2019 Pukul 10:20)

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa apabila pelaksana dilapangan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan maka tugas Kepala afdiling mengkordinator langsung dilapangan. Dengan melihat prosedur yang seperti itu, menunjukan bahwa dalam mengkomunikasikan pelaksanaan melalui berlapis-lapis hierarki birokrasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai hambatan-hambatan yang ketiga mengenai sosisalisasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon. “Langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam kebijakan konversi di Afdiling Sumber Pandan Kecamatan sumber Baru Kabupaten Jember.? kepada Bapak Samin selaku Kepala Bagian afdiling Sumber Pandan menyatakan bahwa:

“Untuk yang pertama dek. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah tahap sosialisasi mulai dari pihak direksi PDP Kahyangan Jember yang langsung dilakukan oleh pihak direksi PDP yang mana pasti mengundang semua jajaran yang ada di instansi perkebunan PDP ini yang nanti langsung terkait dengan kebijakan konversi ini. Sedangkan untuk ditingkat perkebunan Khususnya di afdiling Sumber Pandan dilakukan sosialisasi langsung oleh pihak administrator kebun dikala pihak administrator sudah benar-benar paham akan pembuatan kebijakan konversi ini.” (Wawancar, kamis 20 Juni 2019 Pukul 11:25)

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Bapak readi selaku Kepala Kantor di Perkebuanan sumber pandan Yang menyatakan Bahwa:

“bahwa sosialisasi yang dilakukan di perkebuanan afdiling Sumber pandan kemudian di implementasikan dilapangan sudah sangat berjalan dengan baik sesuai prosedur-prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh pihak Direksi PDP Kahyangan Jember.” .” (Wawancar, kamis 20 Juni 2019 Pukul 11:25)

Dengan demikian dari hasil wawancara yang telah dilakukan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya penyempaian informasi sosialisasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon diperkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember berjalan dengan baik, sosialisasi yang disampaikan oleh pihak direksi terhadap Administratur lalu administrator menyampaikan kepada Staf-staf perkebunan dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang tertera.

2. Kejelasan

Agar pelaksanaan implementasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon dapat berjalan dengan lancer dan mencapai hasil yang maksimal. Maka dibutuhkan suatu kejelasan dalam pelaksanaan penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengondi perkebunan afdiling Sumber Pandan Kecamatan sumber Baru Kabupaten Jember. Sebuah penginformasian yang sudah jelas dalam berkomunikasi antar staf maka kebijakan ini sudah berjalan dengan baaik sesuai prosedur yang berlaku.

Begitu juga dengan adanya kejelasan penginformasian ini peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Bagian lapangan perkebunan Afdiling sumber Pandan “Bagaimana kebijakan ini ditetapkan hingga sampai pada proses pelaksanaan?” Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“Untuk terjadinya kurang kejelasan terhadap penginformasian semua nya sudah jelas, karena proses sosialisasi sudah dijelaskan dan tepat karna suda mengacu pada pedoman pelaksanaan kebijakan konversi yang ditetapkan oleh pihak direksi PDP Kahyangan Jember.” (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 11.35)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang ditetapkan lalu diterapkan sudah berjalan sesuai harapan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku, maka para pelaksana yang terkait dari proses kebijakan konversi ini sudah memahami atas informasi mekanisme yang diterapkan.

Faktor Sumber Daya

Factor sumber daya berkenaan dengan bagaimana ketersedian sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia. Sumber-sumber tersebut adalah staff, informasi, wewenang, dan fasilitas-fasilitas. Jika sumber-sumber tersebut tidak terpenuhi dalam melaksanakan suatu kebijakan maka implementasi tersebut cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber yang terpenting meliputi staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Serta wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan kebijakan public.

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan oleh jumlah sumber-sumber yang kompeten dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dengan adanya sumber-sumber yang kompeten, maka segala tindakan yang dilakukan pada saat proses implementasi dapat dipertimbangkan dan diperhitungkan secara efektif. Dalam hal ini apabia suatu implementasi kebijakan sudah didukungoleh adanya sumber-sumber yang kompeten maka selanjutnya dibutuhkan suatu bentuk kerjasama dan saling terkait anatara sumber-sumber yang ada sebagai berikut:

1. Staff ( pegawai organisasi)

Staff adalah personil yang ada dalam organisasi, yang membantu berjalannya suatu kegiatan yang ada pada organisasi. Staff di perkebunan PDP Sumber Pandan iyalah pegawai yang membantu suatu kebijakan yang ada dan diterapkan pada perkebunan ini. Karena dengan adanya sebuah staff/pegawai sebuah kebijakan apapun akan berjalan dengan baik sesuai prosedur/mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara “apakah staff atau pegawai dalam pelaksanaan konversi tanaman kopi ke sengon ini sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidak nya sebuah kebijakan konversi ini.?”   Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Terkait dengan SDM (sumber daya manusia) yang diperlukan dibagian kantor maupun lapangan untuk menjalankan sebuah pekerjaan yang ada diperkebunan sebelum ataupun sesudah kebijakan ini diterapkan, kebutuhan SDM (sumber daya manusia) atau pegawai diperkebunan itu sangat penting dan berpengaruh karena setiap sebuah instansi akan tetap membuhtuhkan karyawan untuk kemajuan sebuah instansi tersebut.” (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 11.40)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahawa dengan adanya sebuah Staff atau pegawai itu sangat dibutuhkan dan membantu adanya sebuah kebijakan yang sedang dijalankan disebuah instansi tersebut.

2. Informasi 

Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk, pertama informasi bagaimana melakukan kebijakan. Pelaksana-pelaksana atau staff pegawai harus tau apa yang dilakukan dan bagaimana mereka melakukanya. Bentuk kedua informasi data tentang ketaatan staff pegawai yang bekerja dilapangan. Dalam implementasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon di perkebunan afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember sangat diperlukan informasi yang lengka, Selanjutnya peneliti melakukan wawancara Kepada Bapak Ajub Winarto. Sp. Selaku Administratur PDP “bagaimana cara membuktikan kebenaran informasi tentang pelaksanaan konversi dilapangan?”Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

  “Konversi ini kan sudah berjalan 7 tahun sejak tahun 2013 sampai saat ini, jadi paling tidak sampai saat ini cara mengetahui kebenaran sistem pekerjaan para staff pegawai yang ada dikantor maupun yang dilapangan sudah dilakukan dengan baik, dan cara untuk membuktikan adanya kebenaran pekerja dilapangan sudah ad bagiannya sendiri, yaitu dengan adanya Kepala Bagian lapangan bapak Samin yang akan memberikan informasi data kepada pihak pegawai kantor. Sistem yang ada diorganisasi ini sudah berjalan dengan baik untuk saat ini dek.”  (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 11.40)

Dari hasil wawancara peneliti membuktikan bahwa dalam mencari informasi pelaksanaan kebijakan konversi dilapangan sudah dilakukan dengan adanya informasi data dari staff yang bertugas mengontrol berjalannya pekerjaan dilapangan.

3. Wewenang 

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi pelaksana kebijakan dalam melaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon di Perkebunan PDP Kahyangan Jember khususnya di Afdiling Sumber Pandan. Dalam pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini wewenang tersebut secara lisan yang dirapatkan pada tahun 2013 ditetapkan dan diturunkan kepada Administratur untuk melaksanakan kebijakan konversi ini. Pada tingkat Afdiling kebijakan konversi ini oleh Administratur afdiling Sumber Pandan diturunkan Kepada Staff-staff yang bekerja pada Perkebunan Afdiling sumber Pandan yang tentunya diturunkan kepada Kepala bagian afdiling untuk melakukan dan melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pihak direksi. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Bagian afdiling Sumber Pandan Bapak Samin. Sp.  “Apakah bapak sudah menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala bagian di afdiling sumber pandan ini?”   Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut :

“iya dek, Semua penugasan dan kewajiban serta wewenang yang dimandatkan kepada saya sebagai Kepala Bagian Dilapangan sejauh ini selama kebijakan ini ditetapkan saya telah menjalankan dengan baik ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Terkait dengan masalah tugas dan wewenang kami diberikan hak sepenuhnya dalam mengatur para buruh karyawan dalam menjalankan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini.”  (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 13.30)

Dari hasil observasi dan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembagian wewenang sudah cukup jelas. Semua tugas dan wewenang sudah dibagi dan dijalankan sesuai porsi tugasnya. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan kepada pelaksana kebijakan dilapangan sudah ditetapkan.

4. Fasilitas

Dalam pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon harus didukung atau fasilitas yang digunakan oleh pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sarana dan prasarana tersebut ada transportasi, kantor, dan bibit sengon. Transportasi digunakan untuk mengangkut bibit-bibit yang akan ditanam, kantor akan digunakan untuk pegawai yang bekerja dibagian pendataan.

Dari sini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Samin.Sp. Selaku Kepala bagian Perkebunan Afdiling Sumber Pandan. “Apakah Sarana Prasara yang disiapkan pihak atasan sudah memenuhi standart perkantoran dalam menjalankan kebijakan konversi ini.?” Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Tentu sudah memenuhi syarat. Karena perkebunan sudah memiliki Transportasi sendiri seperti Truk dan Hellin. Untuk kantor dalam menyiapkan data-data ataupun persiapan lainnya yang menyangkut kebijakan konversi ini sudah ada, hal ini sudah sangat memenuhi syarat pemenuhan fasilitas yang memang sudah layak.” (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 13.30)

Hal ini wawancara yang peneliti lakukan dikuatkan oleh bapak Readi selaku Kepala kantor Perkebunan Afdiling Sumber Pandan menyatakan:

“Untuk kelengkapan kantor sudah sangat memadai dan layak seperti yang adek lihat, untuk fasilitas transportasi  untuk mengangkut bibit-bibit sengon beserta buruh karyawan yang ingin bekerja belum disediakan perkebunan hanya memiliki satu truck dan satu hellin sedangkan untuk pengangkutan bibit sengon untuk ditanamn dilapangan membutuhkan transportasi lebih dari satu, belum lagi untuk transportasi mengangkut buruh karyawan untuk menuju lokasi lapangan.” (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 13.30)

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di perkebunan PDP Afdiling Sumber Pandan Kabupaten Jember mengenai fasilitas yang harus terpenuhi dalam menjalankan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon belum terpenuhi dan mendapatkan fasilitas standart lapangan.  Kurangnya perhatian dari pemerintah direksi bahwasanya transportasi yang harus terpenuhi untuk menunjang stabilitas kerja lapangan kurang. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Samin Selaku Kepala Bagian dilapangan “Dalam menjalankan kebijakan ini Apakah efektif pelaksanaan kebijakan konversi ini jika kekurangan transportasi yang memadai?” kemudian beliau menjawab:

“kurang efektiv dek, karena transportasi yang dibutuhkan harus memadai dimana membutuhkan truck untuk mengangkut bibit dan membutuhkan satu truck untuk mengangkut para karyawan untuk berada dilokasi lapangan .

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa pihak pemerintah direksi kurang memperhatikan dan memberi fasilitas yang efektif kepada pekerja lapangan untuk menjalankan kebijakan konversi ini dengan baik.

Factor Kecenderungan-kecenderungan

Disposisi dalam kebijakan public ini diartikan sebagai kecenderungan, keinginanan dan kesepakatan para pelaksana (implementarorsa) untuk melakukan kebijakan (Edward III dalam Winarno 2002:142)

Pada implementasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon diperkebunan afdiling Sumber Pandan Kecamatan sumber Baru Kabupaten Jember pelaksana maupun para buruh karyawan cenderung mendukung adanya kebijakan ini. Hal itu dilandasi kebijakan konversi ini mempunyai maksud dan tujuan yang baik dalam mensejahterakan perusahaan maupun staff pegawai dan para buruh karyawan yang bekerja di perkebunan. Karena dengan adanya kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini membantu keuangan perusahaan yang kurang baik, dan mampu membantu memberi gaji yang layak kepada para staff pegawai dan buruh karyawan yang bekerja diperkebunan PDP Kahyangan Jember Khususnya Afdiling Sumber Pandan. Hal ini pula yang mendorong semua pihak jajaran staff yang bekerja di PDP Kahyangan Jember untuk tetap menjalankan kebijakan ini untuk mensejahterakan para pegawai ataupun perusahaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Ajub Winarto. Sp. Selaku Administratur perkebunan Afdiling Sumber Pandan yang mengatakan:

“Dengan adanya kebijakan Alih fungsi (Konversi) ini permasalahan-permasalahan yang ada pada PDP Kahyangan Jember sudah 90% teratasi dan kembali lagi pada keadaan yang stabil. Hal ini terjadi karena nilai jual pohon Sengon yang sangat mahal mampu memperbaiki problema yang ada pada perkebunan ini. Itu kenapa dengan adanya kebijakan ini sangat membntu baik untuk perusahaan terutama untuk staff pegawai dan buruh karyawan untuk mendapatkan gaji yang layak.” (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 13.30)

Factor Struktur Birokrasi

Untuk melakukan dan melaksanakan suatu kebijakan para pelaksana harus tau apa yang harus dilakukan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan. 

Meurut Edward III (dalam Winarno 2004:151) ada dua karakteristik utama dari birokrasi. Yakni prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dsar atau sering disebut sebagai Standart Operating Procedures (SOP) dan Fregmentasi. Standart Operating Procedures (SOP) adalah upaya menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi. 

1. Prosedur Kerja dasar SOP (Standart Operating Procedures) 

Pada pelaksanaan kebijakan konversi Tanaman Kopi Ke Sengon di Perkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Mulai dari pihak Direksi yang memiliki SOP atau petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang secara umum dijadikan sebagai pedoman kerja sekaligus sebagai indicator kinerja bagi seluruh pelaksana. 

Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan konversi dilapangan harus melalui prosedur yang berlaku dan ditetapkan. Dalam pelaksanaan konversi ini dilakukan secara bertahap yaitu Administratur yang dibantu Oleh kepala Kantor beserta sekertaris kantor harus menentukan berapa Ha yang akan ditanami pohon sengon. Yang kedua Kepala bagian lapangan harus memberi arahan dalam pelaksanaan kebijakan konversi dilapangan Terhadap mandor-mandor yang membantu berjalannya suatu kebijakan. Yang ketiga Kepala bagian lapangan harus mencatat apa saja yang berkaitan dengan kebijakan konversi yang terjadi dilapangan untuk disampaikan dan diserahkan pendataan yang dicacat dilapangan kepada bagian kantor dan diteruskan kepada Administratur perkebunan. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala bagian Bapak Samin. Sp. Dengan pertanyaan “Apakah Prosedur pelaksanaan kebijakan konversi ini sudah dilakukan secara tepat dan baik.?” Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Tentu saja. Semua prosedur pelaksanaan kebijakan ini sudah berjalan baik dan tepat, dan juga sudah ditulis dalam petunjuk pelaksanaannya, dan sudah dijelaskan kembali pada saat sosialisasi rapat mengenai koordiasi kebijakan ini. Jadi semua pelaksana yang ada dilapangan sudah jelas dan bisa mengerjakan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.” (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 13.30)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon di Perkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember semua pelaksana yang sudah diberi tugas dan wewenang sudah melaksanakan tugasnya dengan petunjuk dan teknis yang berlaku. 

2. Fragmantasi 

Secara harfiah fragmentasi iyalah penyebaran. Penyebaran yang dimaksud adalah penyebaran tanggung jawab kepada bidang kebijakan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Ajub Winarto.Sp. Selaku Administrator Perkebunan Afdiling Sumber Pandan peneliti “Apakah semua instansi yang terkait di PDP (perusahaan daerah perkebunan) ini melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya” Kemudian beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut :
“Untuk semua tugas dalam melaksanakan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon ini sudah terbagi dan terlaksana dengan baik sesuai tanggung jawabnya masing-masing sebagai staff pegawai maupun sebagai buruh karyawan untuk menjalankan tugas nya masing-masing dengan penuh tanggung jawab.” (Wawancara, Jum’at 21 Juni 2019 Pukul 13.30)

Selanjutnya Bapak Samin.Sp. Sebagai Kepala bagian lapangan menyatakan bahwa;
“Sebagai Kepala Bagian Pelaksana dilapangan saya memiliki tanggung jawab yang besar, karena pihak Direksi PDP Kahyangan Jember dan Administratur Perkebunan Bapak Ajub Winarto memberikan kepercayaan kepada saya untuk melakukan dan mengerjakan kebijakan ini sebagai kepala bagian dilapangan afdiling sumber pandan. 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pada implementasi kebijakan konversi diperkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember tentang penyebaran tanggung jawab dan tugas diberikan pada pihak pelaksana kebijakan konversi ini, yang mana Bapak Samin yang ditunjuk sebagai Kepala Bagian lapangan untuk pelaksanaan kebijakan konversi ini. Sedangkan untuk pihak direksi hanya membantu dalam mensosialisasaikan adanya kebijakan konversi kepada pihak jajaran staff afdiling sumber pandan. Kesimpulanya adalah dalam implementasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon pihak direksi hanya sebatas mitra sosialisasi untuk membantu jalannya konversi di Perkebunan Afdiling Sumber Pandan dalam tahap sosialisasi saja. Akan tetapi dalam melaksanakan kebijakan dilapangan dilakukan oleh pihak perkebunan afdiling sumber pandan.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Maka secara keseluruhan mengenai Implementasi Kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon yaitu kebijakan pihak Direksi Perusahaan daerah Perkebunan (PDP) untuk mengalih fungsikan tumbuhan Kopi Kesengon diperkebunan PDP Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember.

Pada proses kebijakan konversi yang terjadi di Perkebunan Afdiling Sumber Pandan Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan baik. Dimana dinamika perolehan kopi yang menurun sangat signifkan dan upaya dalam penanaman pohon sengon yang kini sangat menguntungkan perolehannya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keseimbangan perusahaan untuk tetap stabil dan memberi gaji yang layak terhadap para staff pegawai dan buruh karyawan yang bekerja.

Pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon yang ditunjuk langsung oleh pihak Direksi PDP Kahyangan Jember Adalah Perkebunan Afdiling Sumber Pandan dengan wewenang dan tugasnya adalah mengalih fungsikan tanaman yang ada dilapangan dengan tanaman sengon, untuk mempersiapkan dan menjalankan kebijakan ini perkebunan sudah memiliki fasilitas yang nanti bisa dipakai saat menjalankan kebijakan konversi tersebut,fasilitas yang tersedia adalah kantor, transportasi, dan bibit sengon yang akan ditanam. Pelaksanaan kebijakan konversi ini dipimpin oleh Administratur beserta kerabat kerja dibawahnya dan di lapangan dalam pelaksanaannya dipimpin dan ditangani oleh Kepala Bagian afdiling dibantu oleh mandor-mandornya. 

Jumlah perolehan kopi pada tahun ahir sebelum dialih fungsikan ke sengon senilai 229.000 pada tahun 2018 sedangkan perolehan tanaman sengon selama pemanenan pada tahun 2014 senilai 28.545.000.000 pada tahun 2016 35.100.000.000 dan pada tahun 2018 ahir afdiling sumber pandan menghasilkan senilai 37.000.000.000. Angka yang diperoleh dari hasil nilai jual tumbuhan sengon sangat membantu perusahaan untuk tetap berdiri dan stabil serta untuk memberi Upah atau gaji terhadap semua Staff pegawai dan buruh karyawan sudah cukup. Adapun fakto-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan konversi tanaman kopi ke sengon adalah:

1. Komunikasi kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon diperkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember sudah sangat efektif. Karena sosialisasi yang dilakukan sudah bertahap, tahap pertama sosialisasi dilakukan dikantor Direksi PDP Kahyangan Jember Kecamatan Kaliwates Oleh Bapak Ir Hariyanto dan Staff yang ada dibawahnya Kepada Administratur Perkebunan, Kemudian Administratur perkebunan  mensosialisasikan kepada staff pegawai perkebunan. Komunikasi yang terjadi Antara pihak Direksi dengan pihak perkebunan terjalin dengan baik dan efektif sehingga perintah yang limpahkan kepada pihak perkebunan berjalan dengan baik sesuai mekanisme yang ditetapkan
2. Kecenderungan dalam pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon di perkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember semua pemerintah Direksi dan Pelaksana cenderung mendukung adanya kebijakan konversi tersebut. Karena kebijakan ini membantu keuangan perusahan PDP.
Struktur Birokrasi pelaksanaan kebijakan konversi tanaman kopi ke sengon diperkebunan Afdiling Sumber Pandan Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember sudah baik. Karena pelaksanaan dan tugas sudah tersampaikan pada saat sosialisasi berlangsung dan berpacu pada petunjuk pelaksanaannya. Tugas struktur birokrasi pemerintah Direksi setempat hanya untuk  mensosialisasikan mempermudah dan membantu pihak staff perkebunan untuk melaksanakan kebijakan dengan mempersiapkan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh perkebunan.
Saran
1. Bagi pemerintah Direski PDP Kahyangan Jember untuk memperhatikan kebutuhan fasilitas transportasi kepada perkebunan Afdiling Sumber Pandan untuk menjalankan kebijakan konversi ini dengan baik.

2. Menambah Transportasi kendaraan baik diperkebunan ataupun di direksi guna memperlancar pekerjaan yang akan dijalankan dengan maksimal.

3. Meningkatkan sosialisasi Antara aparat Administratur dengan pihak jajaran Direksi agar semua kegiatan yang akan terlaksana dilapangan berjalan dengan baik dan lancar.
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